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TENTAI{G

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAII MENENGAH KEJURUANI
KEPADA SMK TRIGTJNA UTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAI\I MODAL DAI\ PELAYANAT{ TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BAI{TEN

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan
pemahaman dibidang pendidikan, sehlnga dapat:merrcFtakan peserta didik yang

'pltrt""dancerdas; ':' I " ,,.,
' , .:"' 

j", 
' . '

b. bahwa berdasarkan surat dafi Kepala Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Banten Perthal Rekomerrdasl, perlu dibqikan PerpanJangan lzirr Operasional
Sekolah Menengah KeJuruan:

c. bahwa berdasarkan perUmUangan sebagaimana dtrnaksud dalam huruf a dan huruf
b, pedu menetapkan Keputusan Kepala Dlnas Penanarnan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Frovinst Banterr tent2ng Pemberian Perpanjangan lzin
Operasional Sekolah Menengah Kdy**.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOO tentang Pembenhrkan Provinsi Banten
flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ffi Nomor t82, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4OlO);

4.

5.

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambatsn kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 558fl sebagaimana telah diubah beberapa kali l-erakhir
dengan Undang-Undang Nornor I Tatrun 2Of5 tentang Pembahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahm Daerah (lembaran
Nqara Republik trndonesia Tahun 2Ol5 Norrrm 59, Tambahan kmbaran Negara

Republlk Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor l7 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikqn a,.,.,telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomol 66 Tah*n ZAib'tendgFerubahan Atas Peraturan Pemerlntah
Nomor 17 Tahun" 2OlO terrt#i$'"itengelolaan dan Penyelen€€iaraan Pendidikan
{tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan l.embaran
Negara Republtk Indonesia Nomor 5f 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2Ol5 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 567O );

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2O14 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu flrmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O14 Nomor 22lh
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republtk Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 607);

7.
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2Ol7 tentang Penyelen€garaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2Ol1 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (kmbaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2Ol1 Nomor 7);

tO. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2O12 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (kmbaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2Ol2 Nomor 7. Tambahan
lrmbaran Daerah Provinsl Banten Nomor 43);

ll. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan
dan $reunan Perangkat Daerah Prdrinsi Benten (kmbaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

L2. Peraturan Gubernr.rr Nomor 25 Tehun 2Ol2 tentang PetturJuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2O1 I tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penenagd.nEgA*f, f Provinsi Bagten Tahtur 2O12 Nomor 25)

Thg*ir" telah diubah dengan Peratr.rran Gubsnur Nomor ll Tahun 2Ol5
trrtang Perubahan atas Feratursr Gubernur Nomqr 25 Tahun 2Ol2 tentang
Petunjuk Pelaksanaa.n Peraturan Daerah Prorslnst Banten Nomor 7 Tahun 2Ol I
tentang Penyelengaraan Petayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2O12 Nomor I I);

13. Peraturan Gubemur Banten Nomor 79 Tahun zOfE t€ntang Pendaftaran Wajib Pajak
Cabang,rlokasi Bagl Peiaku Usaha yang Melalcukan Usaha dan/atau Pekeq'aan di
Provinsi Banten tBerita Daerah Provlnei Banten Tahun 2Ol5 Nomor 8O);

14. Pemtrran Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Ttrgas
Fokok, Fungsi, Ttpe, Susunan Orgardsasl dan Tata KerJa Perangkat Daerah Provinsi
Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tbhrrn 2Ot6 Nomor 83):

15. Feraturan Gubernur Banten Nomor S farurn 2Ol8 Tentang Standar Operasional
Prosedur ferqinelenggaraan felayanan iperfarran Oan Non Peri4nan Pelayanan
Terpadu $*tu, sf Banten Tahun 2O18 Nomor 5);

16. Peraturan Gubernur Bautcn Nmor 47 *un ilOZL tentdrg Pendelegasian

Memperhatikan

Menetapkan

KESAru

.'-'-"'"''"'t't"'
MEMUTUSKAiY

Kemrenangan Penandatanganan Perlzfnan Berusaha Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten lBerita Daerah Provtnsi Banten Tahun 2O2l Nomor 47).

Surat Peromohonan Kepala Sekolah SMK Tfiguna Utama Nomor :

OO2IC.3/SMK/WII/2O22 Tanggaf 6 Agustus 3O22 perihal Penmohonan Perpanjangan
lzin Operaslonat/Pendlrian Sekolah yang kaurl terima tanggal 9 Agustus 2022;

Surat Kepala Dinas Pendidrkan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 421/ Ci388-
DindilfurdlgQgg f.qgggal 3l Januari Sp@ Perjhal Rekomendasi yang kami terima
tanggal I Februari 2023.

a. Nama l*m:ba4a/ Yayasan

b. Nama Sekolah

c. Alamat

d. NIB

: YAYASAN TRIGUNA UTAMA SYARIF HIDAYAruLI,AH

: SMKTRIGUNATITAMA

: JL. Ir. H. Juanda KM. 02 Desa/Kelurahan Cempaka
Putih Kecamatan Ciputat Tlmur Kota Tangerang Selatan
Provinsi Banten

: 16O3220O39126

: Pemegang/penerima izin sebegeimana dimaksud dalam diktum KESAru, diwajibkan:I{EDUA

llalow: J &ri l



I(ETIGA

l. melaksana&an proses beldar sesual dengan kurthrlum yang berlalnr:

2. menglrlmkan lalrcran aecaria berkala s€sual dengan ketentuan menumt model yrang

dtterrtukan:

3. mcngdukan permohonan pcrpa4langan tJln eelambat-larnbatnya 30 (tlga puluh) harl
s€belum masa berlakunya berakhtr;

4. mentaati ketentuan p€rahran perundang-undangan.

Pemberlan rzlrr scbagaimana rlrrmksud dqlarh dthum KE'SltlIJ, dlnyatakan batal apabila :

l. Udak lagl menyelenggarakan kegiatan bcL{ar mcngajar;

2. fldak mampu melanJutkan kegtatan bela{ar mengqlar dengan m€ngdukan permohonan

Provlnel Bant€n, sekolah
belaJar mengdar;

yang

kepada

I{ESAIIJ selama 3

operastonal sekolah
sesuat dengan Tlrgas

KEEMPAT

KELIMA

KEEI{AM

KETUJTIH

Tembusan

1. Menterl

2. !f. Guberrurr Banten;

3. !1. Sekretarle Daerah

4. WalkotaTenggerang Selatan;

5. PIL Inspelrbrr Provinsl Banterr;

6. Kepala ttlnas Ferdldtkan dan lkbudayaan

7. I(epala Dtnas P€ndtdtkan dan lGbudayaan KotaTang€rang Selatan.

Cstatan:

- UUIlE Tatun 2AO8 Pual 5 Ayat I
"Informasi Elelfion* ht/atau Dofumen Elebrcnit &n/atau hasil cetakawqts ma upakan ald ktfui laha, yutg sah"

- Dolan ten ini telah ditotfuangoti secara elebtonik menguru*an "Sertifikat Elebronik" yang diterbitkan BSrE

- Surat ini fupat dikthikot kcasliamyayang terdSar di https://sipeka.bantenprcv.go.id. (scan QR Cofu).

elektronrk obh:

Il&wc lblt


